
BUPATI KARANGANYAR
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2008
/

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK,
PENCATATAN SIPIL DAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimb.rng .  a

hw .

Mengingat  :  1 .

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa guna kelancaran Pelaksanaan Peraturan Daerah
lrabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Penyelenggarcan Pendaftaran Penduduk, Pencatatarr Sipi l
Can Retribusinya perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
bahwa rrntuk maksud tersebut oerlr.r diatur dan ditetaokan
dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun '1950 tentarrg
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalar^n Lirrgkungan
Prop;nsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 1974 Nomc,r 1,
Tambahan Lembaran Nega:'a Republik lndonesia Nomor
3019) ;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kein rgrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474):
t lndang-Undang Nomor 18 Tairun 1997 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 3685) sebagarmana telah diubah dengan
Undang-unrlarrg Nomor 3,r I'ahun 2C00 (Lemtraran Negara
Republik lndonesra J.alrrr,r 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Repub|k lr,donesia Nomor A0 $;
t lrrdang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perl indungarr
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2004
Nclmor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nc.rmor 4235);
Llndang Undang Nomor 1O Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 l. lomor 53, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43Bg) ,
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7. Undang-uJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Reprrbl ik lndonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dertgan Urtdang
Undang Nomor I Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesra Nomor 4548);

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

9. Peraturan Penrerintah Nomor 66 Tanun 2OO1 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomoi 4139);

10 Peraturan Menteri Dalam Negerr Nornor 28 Tahtrn 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Can Pencatatan Sipil di Daerah;

11. Keputusan Menleri Dalam Negeri l{omor 246 Tahun 2004
tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l l  Karanganyar
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi l  di
Lingkunga:r Penrerintah Kabupaten Daerah Tingkat lt
Karanganyar (Lembarart Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 1991 Nomor49) .

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun
2006 terrtang Penyelenggaraan Pendaftran Penduduk,
Pencatatan Sipi l  dan Retribusinya (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 21).

Menetapkan: PERATURAN

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAP.N PERATURAN DAERAH ]GBUPATEN
}GRANGANYAR NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.
PENCAT,qTAN SIPIL DAN RETRIBUSINYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerafr

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Unit Kerja Yang Bersangkutan adalah unit kerja yang bertugas

mengelola kependudukan dan/atau pencatatan sipil.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang rlrberi tugas

tertentu di bidang retribusi daerah sesuai derrga r ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Kecamatan,
Desa/Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kabupaten
Karanganyar.



7 . Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
Fendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
KepenCudukan serta Pendayagunaan hasilnya untk pelayanan publik dan
pembangunan sector lain.
Penduduk adalah Warga Negara lndonesia dan Orang Asing yang masuk
secara seh di Indonesia serta bertempat tinggal di lndonesia sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan.
Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga
Negara Indonesia.
Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka
waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin
Tinggal Terbatas.
Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asirrg yarlg berada dalam Wilayah
Republik Indonesta dan telah mendapat ijin TinggalTetap.
Penduduk Rentran Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut
Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan
dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam,
kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk
serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat
keterangan kependudukan.

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadiarr yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan
kependudukar, lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal
sementara, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri,
infomlasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan l<eadaan yang
dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah
nomor identitas pendudrrk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu indentitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga serta karakteristik anggota keluarga. i

19. Kepala Keluarga adalah:
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan

darah ataupun tidak, yang bertanggungjawab ternadap keluarga;
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa

oreng bertempat tinggal bersama-sama.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri

sebagai legitimasi penduduk yang dibuat oleh pemerintah kabupaten yang
berlaku dlseluruh wllayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. Plndah Datang Penduduk adalah pgrubahan lokasi tempat tinggal untuk
menetap karena perpindahan daritempat yang lama ketempat yang banr.

22. Pencetatan Sipll adalah pencatatan peristiwa penting yang dialanri oleh
seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang bersangkutan.

23. Peristfuva Penting adalah keladian yang dialami oleh seseorang rneliputi
kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pemhatalan
perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan
nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

8 .
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24, Pengakuan Anak adalah pengakuan secara
terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan
persetujuan ibu kandung anak tersebut,
Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir
diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah suami isteri.
Buku Harian Feristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya
disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian d.
desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan
terhadap pelaporan peristiwa penting rlan poristiwa kependudukan atau
pengurusan dokumen ponducluk
Buku lnduk Perrduduk yang solan;ulnya disingkat BIP adalalr buku yang
cligunakan mencatat keberadaan dan status yang dimil iki  oieh seseorang yang
dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara lndorresia
Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP acialah buku yang
digunakan mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesua
dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal
Tetap dan Orang Asing TinggalTetap.
Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku
yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh
seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharur setiap terjadr
peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk '/Varga Negara
Indonesia Tiirggal sementara dan Orang Asing TinggalTerbatas.
Buku Mutasi Penduduk sementara yang selanjutnya disingkat BMps adalah
buku yang digunakan mencatat perubahan setiap peristirva penting dan
peristiwa kependucjukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga
sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia
Tinggal sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
Registrar adalah Petugas di desa/kelurahan yang melakukan Pendaflaran
penduduk dan pencatatan sipil bagiWarga Negara Indonesia.
Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaterr Karanganyar.
Badan adalah suatrt oentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, f irma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang diseCiakan atau diberikan
oleh Penrerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Retrib_usi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan
Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas
biaya cetak KTp dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badar,.
Masa reti'ibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi setiap wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan KTp dan atau
penerbitan Akta Catatan Sipil,
Surat .Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat Kepurusan yang menentukan besainya jumrarr retribusfter"utang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selarrjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

hukum dari seorang bapak
perkawinan yang sah atas
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( 1 )

Pasal 2

penlerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan

::'.ff:Xn:.'jl"';S:tyn',ntuk ^ p"l.jbjlgl-.If,^-,?:?,i?,","n peristiwa
s! 

i;;;il;xan aan pendataan penduduk Rentan Adminduk;

b. pencatatan Peristiwa Penting;
c. pembuatan Oorumen'frasil iendaftararr penduduk, meliputi:

1, biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP; dan
4. surat keterangan keoendudukan'

d. Pembuatan dokumen hasil  pencatatarr sipi l '  meliputi :

1. akta kelahiran;
2. kematian,
3. akta kemattan;
4. akta Perceraian; cjan
5. akta Pengakuan anak.

e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
1. pengangkatan anak;
2. pengesahan anak,
3. perubahan nama;
4. perubahan kewarganegaraan; dan
5 Peristiwa Penting lainnYa

Penyelenggaraan pendaflaran pendu<luk dan pencatatan sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di laksanaP-an oleh:
a. Dinas Kepertdudukan lenaga Kerja dan Transmigrasi Kerbupaten

Karanganyar untuk biodata, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KfP) dan Surat Keterangan Kependudukan.

b. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk Pembuatan dokumen
Hasil Pencatatan Sipil dan Perubahan Akta Pencatatan Sipil karena adanya
peristiwa penting.

REcrsrRAR DAN pBSSr'lr r.*.ArAr srpu-

Pasal 3

(1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi l  bagi Warga Negara Indonesia dr
desa/kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

(2) Sebelum oitetapkan Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh petugas Desa/Kelurahan.

Pasal 4

(1) Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diangkat oteh Bupati
(2) Syarat-syarat Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur terserrdir i .

Pasal 5

(1) Pejabat Pencatat Sipi l  di jabat oleh Pegawai Negeri Sipi l  dari Unit Kerja yang
bersangkutan,

(2) Pejabat Pencatat Sipi l  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini diangkat
oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan
Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

(2)

I-



(1 )

(2)

Pasal 6

Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran

daia, mencatat data,'menandatangani register dan kutipan akta serta membuat

catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
D;td nii Fliabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

o"rn.r"ng.n, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Unit Kerja yang

bersangk-utan sesuai peraiuran perundang-undangan yan g berlaku'

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Perrduduk

Paragraf 1
Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

(1 )

(2)

Pemerintah Daerah
Biodata Penduduk.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada
petugas dengan memeriksa status dan

Pasal i

melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutaKhiran

ayat (1) Pasal irr i  di lakukan oleh
kebenaran identitas yang dimiliki

ayat (1) Pasal ini(3)
penduduk.
Fencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada
menggunakan formulir sebagai berikut:
a. Biodata Penduduk untuk WNI formulir F-1.01.
b. Biodata Penduduk untuk orang asing formulir F-1.02.
c. Biodata Penduduk untuk perubahan data/tambah anggota

formulir model F-1.03.
(4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat

disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri.

keluarga WNI

(3) Pasal ini

( 1 )

(2)

(3)

(4)

Pasal 8

penyampaian informasi untuk pencatatan brodata bagi bayi atau anak diwakili
olelr Orang tuanya atau anggota keluargiltrya s€suai dengan persyaratarl yang

ditentukan.
Penyampaian informasi sebagaimana dtrnaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk
pencataian biodata bagi orang yang mengalami ttambatan mental dan/ateru fisik
dapat dilakukan oleh orang lain/pengampu dengan membuat sui'at kuasa.
Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menggunakan
formulir F-1.04.
Bentuk dan isi formulir sebagaimana <Jimaksud pada ayat (3) Pasal in
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Pemutakhiran biodata pendudtrk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

dilakukan oleh petugas berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam
Surat Pemyataan Perubahan Data Kependudukan.
Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini menggunakan formulir F-1.05.
Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam l\legeri,

( 1 )

(2)

(3)



( 1 )

Pasal 1C.,

Perubahan biodata Warga l.legara Indonesia ,Jrang Asing Tinggal Terbatas dan
Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di lu.rr negeri karena terjadinya peristiwa
penting, setslah kembali ke Indonesia dicatat oleh Unit Kerja yang bersangkutan
berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga pui.th) hari kerja sejak
kodatangan

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal  11

NIK diberikan oleh penrerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank
data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan.
NIK sobagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku seumur hidup,
terdiri 16 digit didasarkan pacla variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor
seri penduduk.
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dicantumkan dalam setiap
dokumen kependudukan dan digunal<an sebagai tanda pengenal dalam
pelayanan publik.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal  12

KK ditandatangani oleh Camat sebagai pejabat yang diberi kewenangan.
Pembuatarr KK sebagaimana dinraksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan
berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal
tetap.
Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini hanya dapat didaftar dalam satu KK.
KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini rnemiliki nomor yang terdiri
16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatalah
dan nomor seri KK.
Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank
deta kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
Pembuatan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menggunBkan:
a. .formulir F-1.06 ur,tuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang

pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk
yang ditinggal pindah oleh Kepala Keluarga; dan

b. blangko KK sebagaimana formulir B-1.01.
Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal' ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri.

Paragra'f 4
Kartu Tanda PenduCuk

Pasal  13

KTP ditandatangani oleh Camat sebagai pelabat yang diberi kewenangan.
KTP berlaku secara nasional dan merupakan tanda pengenal dari yang
bersangkutan,
KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang
telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

(2)

(3)

(1 )
(.2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

( 1 )
(21

(3)



Setiap penduduk hanya memil i l ' ' i  1 (satu) Kl P.
Bagi 

'penduduk 
yang membuat KTP akih,-.rl korban bencana alam dan harus

pindan alan'lat s-erta tidak mampu maka f'emerintah Kabupatert membtratkan

KTP tanpa dipungut biaya/bebas biaya.

Pasal  14

KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (l ima) tahun, kecuali  bi la
terjadi perubahan data.

Bila KTP nnengalami perubahan data maka yang bersangkutan melaporkan
perubahan dan minta untuk dibuatkan KTP baru.
Pembuatan KTP WNI yang datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan
Surat Keterangan Datang dari hrar negeri oleh unit kerja yang bersangkutan.
Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa
bedakunya izin tinggal tetap.
KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal  15

(1) KTP memuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkulan dengan
ketentuan:
a. penduduk yang lahir pada tahun gar,jil menggunakan latar belakang pas foto

bervrarna merah;
b. penduduk yang lahir pada tahun genap menggunakan latar belakang pas foto

benryarna biru.
Pas foto sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) Pasal ini berukuran 2 cnr x 3 cm
(dua centimeter kali tiga centimeter) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh
persen) tampal'. wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbotehkan
rnenggunakan cadar.
Pembuatan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini menggunakan:
a. formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan
b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan

kertas sekuruti dengan kode B-1.02.
Bentuk dan isi formulir/blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 16

Dalam hal terjadi pemekaran Daerah atau pembangr,rnan yang menyebabkan
perubahan alamat perrduduk, Pemerintah Daerah melakukan perr.rbahan alamat
pada KK dan KTP penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pendafta,'an Perpindahan Penduduk

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal  17

(1) Pemerintah Daorah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk wNr
dalam \Mlayah Indorresia dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. klasifikasi 1 : antar llngkungan/dusun dalam satu Desa/K,:lurahan,
b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan:

I,

(4)
(5)

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(3)

(4)



c. klasif ikasi 3 : antar k€canratan dalanr salu Kabupaten;
d. klasifikasi 4 : antar kabupaten dalam tatu Provinsi;
e. klasifikasi 5 : antar kabupater/kota diluar wilayah Provinsi.

(2\ Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dilakukan dengan pembuatan Surat K.eterangan Pindah datang.

(3) Sahnrla pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangatr
Pindah Datang oleh pejabat yang benwenang sesuai dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal  18

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Koterangan Pindah Datang di
daerah asal.

Pasal  19

(1) Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasif ikasi 1
dilakukan oleh Kepala 9esa/Lurah setempat.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini diberikan kepada penduduk yang bersangkutan rrntuk mengurus perubahan
Kl( l(TP. Kepala Desa/Lurah mengirim Surat Keterangan Pindah datang
ketenrpat perekaman data kepencludukan.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani
oleh Kepala Desa/Lurah daerah asaldan daerah tujuan.

(4) Surat Keterarrgon Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan
klasifikasi 5 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat di
daerah asal dan daerah tujuan.

(5) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini digunal(an sebagai dasar:
a. perubahan KK didaerah asal atau pembuatan KK didaerah tujuan;
b. pembuatan KTP di daerah tujuan.

(6) Pernbuatan KK sebagaimana dimaksud pada ?),at (5) huruf a Pasal ini
dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi:
a. hanya kepala keluarga;
b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
d. hanya sebagian anggota keluarga.

(7) Pendaftaran Pindah Datang penctuduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini menggunakan formutir
model F-1.08.

(8) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang
asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalarrr
Pasal 19 ayat (1).

(21 P_endaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan penorbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Unit Kerja
yang bersangkutan.



l$tr
l;i
ll

i (3) Surat keterangan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini sah setelah ditandatangani sesuai klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

( 1 )

(2)

(3)

(4 )

(5)

Pasal  21

Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dilakukan oleh unrt Kerja
yang bersangkutan didaerah asal dan didaerah tujuan sesuai dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasa! ini dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang
bersangkutan paling larna 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 22

Pembuatan Surat Keterangen Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan
klasifikasi 3, dilakukan oleh unit Kerja yang bersangkutan didaerah asal.
Pembuatan Su:'at Keterangan Pindah Datang untuli klasifikasi 4 dar, klasifikasi 5
dilakukan di daerah asal dan di daerah tujuan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan.
Surat-Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat(2) digunakan sebagai dasar:
a. pembuataniperubahan KK bagi orang Asing Tinggal retap didaerah asal

atau didaerah tujuan dan pembuatan/ perubahan alamat KTp bagi oranrg
Asing Tinggal tetap di daerah tujuan; atau

b. perubahan alamat. surat Keterangan Tempat r inggal bagi orang Asing
Tirrggal Terbatas dicjaerah tuiuan.

Pembuatan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal rrrr
di laktlkan sesuaijenis kepindahan sebagaimana diniaksud daianr pasal 19 ayat
(1 )
Pendaftarar' pindah datang penduduk orang Asing dalam wilayah Indonesia
menggunakan:
a. fornrulir Surat Keterangan pindafr Datang orang Asing Tinggal retap

dengan kode F-1.09:
b' formulir surat Keterangan pindah Datang orang Asing Tinggar rerbatas,

dengan kode F-1.10.
(6) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal inidisesrtaikan dengan ketentuan Menteri Dalam f.legeri

Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasat 2ll

Pemerintah Daerah. merakukan pendaftaran. warga Negara rndonesia yang
!inggal sementara dituar domisili aiau tempat tinggalietap.
Tinggal sementara sebagaimana dimaksuo pa"o-a uv"i?r) pasar inr diberikank"P?q? penduduk yang tinggal sementara berturut-iurrt setama g0 (senrbilanpuluh)hari sampai dengan 1 (satu)tahun.
Tinggal sementara sebagaimana dimaksurJ pada ayat (2) pasal ini tidaktermasuk warga Negara Indonesia yang merakukan iugr" atau sekoiahkedinasan.

pasal 24

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran wNl Tinggal Sementara'di daerah asardan membuat surat l(eterangan pindah sementara yang oisarrkan oreh camat.

( 1 )

(2)

(1 )

(2)

(3)



Pasal 25

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah
berdasarkan laporan penduduk yang bersangkrrtan paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Sernentara.

(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksttd pada ayat (1)
Pasal ini dilakr,rkan dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan
permohonan tinggal sementara.

(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini rnenggunakan:
a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang

dibuat di daerah asal;
b. formulir Pernohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang

dibuat didaerah tujuan;
c. blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B-1.03.

(5) Bentuk dan isi formulir/blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini
disesuaikan dengart ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke l-uar Negeri

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perprndahan penduduk Warga
Negara lndonesia ke luar negeri.

(2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagarrnana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dengan tujuart unluk rnenefa; selarna 1 (satu) tahun berturut-turut
atau tebih dari 1 (satu) talrun

Pasal 27

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26 ayat (1)
di lakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan membuat Surat Pengantar Pindah ke
Luar Negeri dan disahkan oleh Camat.

Pasal 28

(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
diberikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada penduduk yang bersangkutan untuk
diteruskan kepada Unit Kerja yang bersangkutan sebagai dasar pernbuatan
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(2) Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
- Pasal ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

(3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara lndonesia keluar Negeri
menggunakan formulir sebagai berikut:
a. Surat Pengantar Pindah ke luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia,

dengan kode F-1.13;
b. Strrat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara lnt lonesia,

dengan kode tr-1.14.
(4) Bentuk dan isi Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini cJisesuaikan

dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri



( 1 )

(2 )

Paragral 2
Dendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara

Indonesia dari Luar Negeri.
Pendaftaran kedatangin Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini di lakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan

membuat Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasat ini digunakan sebagai dasar:
a. pembuatan KK;
b. pembuatan KTP.

Pasal 30

(1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Incionesia sebagaimana dimaksud
dalanr Pasal 29 Peraturan Bupati ini dilakukan oleh unit kerja yang

bersangkutan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak kedatangan di Kabupaten.

(2\ Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggunakan formulir Surat Keterangan
Datang dari Luar l'legeri dengan kode F-1 .15.

(3) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dinraksud pada ayat (2) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orarrg Asing dari luar
negeri sebagai berikut:
a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal

terbatas;
b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi

tinggal terbatas.

Pasal 32

(1) Pendaftaran kedatangan orang Asing di lakukan oleh Unit kerja yang
Dersangkutan berdasa{an laporan penduduk paling lama 14 (empat Oetasj narr
kerja sejak diterbitkan lzin TinggalTerbatas

(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing rebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dilakukan dengan penerbitan $uraiKeterangan Tempat Tinggai.

(3) Surat Keterangan Tgqoat Trnggal sebagarrnana dima-ksud pada 
"v"i&) 

pasal
ini diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas dan berlaku ."rpui n.ui,
masa berlakunya lzin Tinggal Terbatas.

(4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini menggunakan:
a. formulir pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dengarr kode

F -1 .16 ;
b_ blangko surat Keterangan Tempat r inggal dengan kode B-1.04

(5) Bentuk dan isi formulir/blangko sebagaima-rra dimiksuo pada ayat (4) pasat ir ir
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

(3)



Paragrat 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal terbatas

Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 33

Pemerintah Daerah rnelakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal
Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 34

(1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status
menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ;
Pasal 33 Peraturan Bupati ini dilakukan oleh unit kerja yarrg bersangkutan .

(2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status
menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dinraksud pada
ayat (1) Pasal ini digunakan sebagai dasar pembuatan KK dan KTP.

(3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status
menjadr penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orarrg Asing
Tinggal Tetap dengan kode F-1 .17. :

(4) Bentuk dan isi formurir sebagaimana dinraksud pada avat (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing 
'finggal

Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 36

(1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan
pengisian formulir oleh penduduk Orang Asing yang bersangkutan.

(2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasat ini di lakukan oleh penduduk Orang Asing di Unit Ketja yang
bersangkutan.

(3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menggunakan formulir Keterangan Pindah ke
Luar Negori untuk Orang Asirrg dengan kode F-1 ,18.

(4) Bentuk dan isi formulir sebagaiinana dimaksud pada ayat (z) pasal inr
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah rnelakukan pendataan Penduduk rentan /,dministrasi
Kependudukan.

(2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksucl pada
ayat (1) Pasal ini terdir i  atas:
a. pengungsi;
b. penduduk korban bencana;
c. komrrnitas adat teroencil .

I_



( 1 )

Pasal 38

Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaiman;r dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan b di lakukan pada saat terjadinya l lencana

alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
Pendataan komulitas adat terpencil dilakultan secara periodik dengan
membentuk tim pendataan.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasar laporan
yang diterinra dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja sejak tanggal kelahiran

(2) Pencatatan Kelahiran yang lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini di laksanakan setelah:
a. mendapat persetujuan Bupati bagiWarga Negara Indonesia;
b. mendapat Peneiapan Pengadilan bagi orang asing.

(3) Pecatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal irr i
dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan
dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran.

(4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada penduduk tanpa dipungut
biaya.

Pasal 40

(1) Dalam hal tempat kelahiran be;'beda dengan tempat t inggal atau domisi l i ,
Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan membuat Kutipan Akta Kelahiran
sebagaimana dimaksucj dalam Pasal 39 ayat (3) bertanggung jawab
memberitahukan hal dimaksud kepada Unit Kerja yang mengurusi pencatatarr
sipi l .

(2) Pencatatan Keiahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal
usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil, berdasar laporan yang
menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

(3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan:
a. fornrulir pelaporan kelahiran dengan kode F-2.01;
b. fornrulir surat keterangan kelahiran dengan kode F-2.02;
c. formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua dengan kode F-2.03;
d, formulir kelahiran Orang Asing dengan kode F-2.04;
e, register akta kelahiran;
f. kutipan akta kelahiran,

(4) Bentuk dan isi formulir/register/kutipan akta sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Pasal 41

(1) Anak Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan'Iinggal
Tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kennbali ke Indonesia dicatatkan
pada Unit Kerja yang bersangkutan berdasar laporan penduduk yang
bersangkutarr paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

(2) Pecatatan peristiwa kelahiran diluar negeri menggunakan fc.rrmulir pelaporan
kelahiran WNI di luar negeri derrgan kode F-2.05.

(2)

I '



(3) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada avat (2; pasal ini
disesrlaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kedua
Pencatatan Lalr ir Mati

( 1 )

(2)

(3 )

Pasal  41

Kelahiran bayi dalam keadaan matl
berdasarkan laporan penduduk paling
kelahiran.

(2) Pencaratarr Perkawinan antar WNA
mengelola pendaftaran penduduk dan
berlakrr.

clrcatat crleh Kantor Catatarr Sioi l
lanra 60 (enam puluh) hari sejak

Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inr
direkam dalam bank data kependudukan nasional cian diterbitkan tanda bukti
pelaporan berupa surat keterangan tahir mati.
Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan:
a. formulir pelaporan lahir mati dengan kode F-2 .06;
b. surat keterangan lahir mati dengan kode F-2.OT.,
c. formulir pelaporan lahir mati Orang Asing dengan kode F_2 OB

Bentuk dan isi formulir/surat keterangan sebagaimana dimaksud pacja ayat (3)
Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian ket rga
Pencatatan perkawinan

Pasal 43

Pe.rkawinan bagi yang bukan beragama lslam yang telah di lakukan menurut
hukum agama dan kepercayaannya di'atatkan kepada Kantor Catatan Sipil
tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
peristirva perkararinan.

clapat di lakukan oleh Unit Kerja yang
pencatatan sipi l  sesuai pedoman yang

(3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasat ini dicatat oleh pejabat
Pencatat Sipi l  pada Register Akta Perkawinan dan dibtratkan Kutipan Akta
Perkavvinan.

Pasal 44

(1) Bagr penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oteh
Kantor Catatan Sipi l  tempat domisi l i  yang bersangkutan paling lama 1 (satu;
tahun sejak yang bersangkutan kembaii dilndonesii.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal rni direkam
dalam bank data keperrdudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan
perkawinan luar negeri

(3) Pencatatan peristiwa perllawinan sebagaimana tlimaksud pada ayat 12) pasal ini
menggrrnakan:
a. formulir pelaporan perkawinan, ,Jengan kode F-2.C9;
b. register akta perkawinan;
c. kutipan akta perkawinan.

(4) Bentuk dan isi formulir/register/kutipan akta sebagaimana dimaksud pada ayar(3) Pasal inidisesuaikan dengan keientuan Menter'i Dalam Negeri

(4)

(1 )



Bagian KeemPat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

(1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan, dicatat

oleh Unit Kerja yang mengetota pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di

Kabupaten.
(2) pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat

dalam register akta Perkawinan.
(3) pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal

ini menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan
dengan kode F-2.10.

(4) Beniuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (- ') Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal  46

Perceraran yang telah mendapatkan penetaparr penqadilan dicatat oleh Kepala Unit
Kerja yang mengelola pendaflaran pendrrdrrk dan pencatatan sipil di kabupaten
tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah
mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasartya.

Pasal  47

(1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksu,d dalam Pasal 46 Peraturan
Bupati ini Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian
memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutiparr
Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan
peristiwa perkawinan, Unit Kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan
menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan tei'jadinya peristiwa
perceraian pada Unit Kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

(3) Pencatatan perist iwa perceraian sebagaimana dimaksuC pada ayat (2) Pasal ini
menggunakan:
a. foi'mulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.1 1 ;
b. register akta perceraian;
c. kutipan akta perceraian .

(4) Bentuk dan isi formulir/register/kutipan akta sebagairnana dimaksud pada ayat
(3) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagiarr Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 48

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh
Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
berdasarkan laporair penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterirnanya salinan penetapan Pengadilan

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat olel'r
Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
dalam bentuk catatan pinggir.



(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) Pasal ini
menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode
F-2.12.

(4) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Keenam
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

(1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register
Akta Pengakuan Anak Can diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat perrgakuan anak disetujui olefr ibu
kandung dari arrak yang bersangktttan.

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
menggunakan:
a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;
b. register akta pengakuan anak; kutiparr al<ta pengakuan anak .

(3) Bentuk dan isi formulir/register akta sebagaimana dirnaksud pada aya+. (2) Pasal
ini disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 5C

(1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1t Peraturarr
Bupati ini dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

(2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini dicatat oleh
Pejabat Pencatat Sipil dalam Regi$ter Akta Perkawinan orang tuanya dan pada
Register Akta Kelahiran oalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan
perkawinan.

(3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat pula
dilakukan tanpa melalui pongrakuan anak

(4) Pengesahan anak sebagarmana dimaksrrJ .pada ayat (3) Pasal inr di lakukarr
bersamaan dengan pengesafran perkawinan orang tuanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

(5) Pencal.atan pengesahan anak sebagaimarna dimaksud pada ayat (4) Pasal inr
menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-
2 .14 .

(6) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan l/ lenteri Dalam Negeri

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Pasal  51

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian derrgan langka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)Pasal ini di laksanakan setelah nrendapat izin atasan Pejabat Pencatat
Sip i l .

(3) Pencatatan kematian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal inr
menggunakan:
a. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.15,



(4)

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)

(3)

(3)

(4)

b. surat keterangan kematian, dengan kode F-2.16;
c. register akta kematian;
d. kutipan akta kematian.
Bentuk dan isi formulir/surat keterangan/register/kutipan akta sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam
Negeri

Pasal 52

Pencatatan kematian sebagaim;rna dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta
Kematian dan sebagai c.atatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang
bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Unit Kerja yang
menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagainrana dimaksud pada
ayat (1)Pasal ini memberitahukan kepada Unit Kerja yang mengelola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diwilayah tempat domisili.
Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini menggunakan
formulir pefaporan kematian di luar domisili, dengan kode F-2.17.
Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayai (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Pasal 53

Kematian Warga Negara Indonesia cii luar negeri dicatat oleh Unit Kerja yang
mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten
berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak
keluarga yang bersangkutan kembali ke lndonesia.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kodo F-
2 .18 .
Pencatatan kematian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini direkam
dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan
kematian luar negeri, dengan kode F-2.19.
Bentuk dan isi formulir/tanda bukti kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan (3) Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri .

Pasal 54

Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal l'erbatas di luar negeri dicatat
oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatata n sipil dr
Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga
paling lama 10 (sepuluh) harl kerja sejak kedatangan.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini direkam
dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan
kematian luar negeri.
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing, dengan kode F-2.20.
Bentuk dan isi formulir sobagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Mentori Dalam Negerr

(4)

(1 )

(2)

(3)

(4)



( 1 )

(2)

Bagian Kesernoilan
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal  55

Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dr
Kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan
pengadilan paling lama 30 (t iga puluh ) hari kerja sejak diterimanya salinan
penetapan pengadilan.
Unit l(erja yang mengelola pencjaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
Kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan
Keputusan Menteri Hukunt dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Merrteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 11) Pasal ini dicatat olefr
Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal in,
menggunakan tornrulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan
kode F-2.21.
Bentuk dan isi formulir sebagairnana dimaksud pada ayat (4) Pasal in
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

Unit Kerja yang mengeiola pendaftaran penduduk dan perrcatatan sipil di
Kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan
penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
salinan penetapan pengadilan.
Peristivra penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat
oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil
dalam bentuk catatan pinggir.
Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting larnnya, dengan
kode F-2.22.

Bentuk dan isi formulir sebagairnana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalani Negeri

Bagian Kesebelas
Pembatalan Akta

Pasal 57

Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
Kabupaten wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan
pengadrlan paling lama 30 (t iga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan
putusan pengadilan
Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini dicatat r lalam
Register Akta.
Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (z) pasal ini clirekanr
dalam bank data kependudukan nasional.
Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud paca ayat (3) pasal ini
merrggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.2i.
Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

(3)

(4)

(5)

( 1 )

(2)

(3)

(4)

(1 )
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Bagian Kedrr;rbelas
Pencatatan Penrbahan Kewarganegaraan

Pasal 58

Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencataian sipil dr
Kabupaten mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah
mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundang-urrdangarr
yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
penetapan/pengesahan.
Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) Pasal inr
dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk
catatan pinggir.
Perubahan kevrarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi
WNA di InConesia, dengan kode F-2.24 dan formulir" pelaporan perubahan
kewarganegaraan dariWNA menjadiWNl, dengan kode F-2.25.
Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
disesuaikan dengan ketontuan Menteri Dalam Negeri

Pasal 59

(1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik
Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat
Sipil pada akta-akta catatan sipil.

(21 Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI
men.iadi WNA diluar negeri, dengan kode F-2.26.

(3) Bentul< dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

Pasal 60

Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merrrbah status
kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dengan cara menghapus
data kependudukan yang bersangkutan.

BAB V
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUMN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 61

Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 
:rnemilih

perusahaan percetakan yang telah mempLtnyai kualifikasi izin pencetakan
dokumen sekurrti dengarr proses pengadaarr sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah harus men<lapatkan nomor registrasi blangko dari
Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

(1 )

(z',)

(3)

(4)

(1 )

(2)



Bagian Kedua
Pengisian Data

Pasal 62

Pengisian elemen data p'ada blangko KK, KfP, Surat Keterangan Tinggal
Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan
Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat
lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal  6  l

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta
penggunaan blangko setiap bulan.

(2) Hasil  pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di laporkan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(3) Laporan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi:
a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan

blangko;
b. jumlah blangko yang dicetak; dan
c. jurnlah dokumen yang diterbitkan,

BAB VI
PE NATAUSAHAAN PEhIDAI'TARAN PEN DU DU K

DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 64

Pemertntah Daerah melakukan penatausahaan perrdaftaran psnduduk dan
pencatatan sipil di daerah.
Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi l  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di lakukan oleh unit kerja yang bersangkutan,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Fasal 65
Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga
jenis brrku sebagai berikut:
a. Buku Flarian Per'istiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas:

1. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk
tingkat desa/keltrrahan, dengan kode BK-1.01 ;

2 buku harian peristiwa pertting dan peristiwa keperrdudukan untuk
tingkat kecamatan, dengan kode BK-1.02;

3. buku harian peristiwa penting darr peristiwa kepencJudukan untuk
tingkat kabupaten, dengan kode BK-1.03;

b. Buku Mutasi Pendudult terdiri atas.
1.. buku mutasi bagi WNl, dengan'kode BK-1.04;
2. buku mutasi bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1.05;
3. buku mutasi bagi WNI Pin;lah sementara, dengan kode BK-1.06;
4. buku mutasi bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.07
5. buku mutasi bagi orang asing Tinggal rerbatas, dengan kode BK-1.08.

c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas :
1. buku induk penduduk bagi WNl, dengan kode BK-1.09;
2. buku induk penduduk bagi orang Asing Tinggal tetap, dengan kode

BK-1 .10 :

(1 )

(2)

(1 )



t '

3. buku induk penduduk bagiWNl Tinggal Sementara, dettgan kode BK-
1 .1  1 :

, 1 
4. buku induk penduduk bagi Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode

BK-l.12.
(2) Bentuk dan isi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan

I dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri

' Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan
berkas-b,erkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah.

(2) Pengelolaan dokumen Register Akta Catatan Sipil meliputi perel<aman
penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.

(3) Dokurnen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh
dimusnahkan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 67

(1) Kepala Desa/Lurah menyusun lapol'an pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.

(2) Camal menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dad
Kepala Desa/Lurah dan membuat rekaprt,rlasr yflfig selanjutnya disampaikaan
kepada Bupati secara reguler

(3) Bupati menghimpun laporan penoaftaran perrduduk dan pencatatan sipi l  yang
disampaikan oleh Camat dan rnombuat rokapitulasi laporan yang selanjutnya
disampaikan kepada Gubernur secara regrrler

tsAB VIII
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK REI-RIBUSI

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
dipungut pembayaran atas biaya cetak KTP darr Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Obyek Retribusiadalah meliputi setiap pelayanan penggantian biaya pencetakan.
a. KTP;
b. .Akta Keiahiran Terlambat;
c. Akta Kelahiran Dispensasi;
d. Akta Peiceraian:
e. Akta Pengakuan dan pengesahan Anak;
f. Akta. Pengangkatan Anak;
g. Akta Ganti nama;
h. Akta Kematian:
i. Ralat Akta, Kutipan Akta, Salinan Akta, Surat Keterangan dan Legalisasi Akta.

Pasal 70

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa dari
pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.



(2\ Wajib retribusi adalah orang priL'adi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran Retibusi Jasa dari pelayalran pencetakan KTP dan atau Akta
Catatan Sipil.

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal /1

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 termasuk Retribusi Jasa Umum.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGIGT MENGGUNAKAN JASA

PasalT2

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta
Catatan Sipil,

BAB XI
PRINSIP PENETAPAN. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 73

Prinsip penetapan tarif retriLrusi adalah mengganti biaya cetak KTP dan akta
catatan sipil.
Biaya cetak sebagaintana dimaksud pada ayat (i ) Pasal ini adalah biaya cetak
persatuan KTP dan akta Catatan Sipil.

Pasal 74

Setiap pemberian Kartrr Keluarga, Kartu Tanda Pendudut<, Kutipan Akta
Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan dikenakan biaya retribusi
yang besarnya ditetapkan sebagaiberikut :

( 1 )

(2)

(1 )

r -
JENIS  RETRIBUSI

Pembuatan Kartu Keluarga

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan laminating
Pencatatan dan Pembuatan Alrta Kelahiran Umum

Pencatatan dan pembuatan kutipan Akta Kelahiran

Terlambat Pencatatannya

Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dispensasi

Pembuatan Kutipan kedua Akta Kelahiran

- 
r^-* 

- -l

-l
I

Tidak dipungut I
biaya

Rp 5 000,-
- i idak 

dipungut

biaya

Rp 20 000,-

Rp 15 C00,-

I

_ ]_:5000
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I

I

1o

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pencatatan dan pembuatan Akta Perkawinan terdiri

dari 2 (dua) lembar

Pembuatan Kutiparr kedua Akta Perkawinan

Pencatatan Perkawinan yang Pencatatartnya terlambat

Pencatatan dan Pembuatan Kutipan Akta Perceraian

terdiri dari 2 (dua) lembar

Pencatatan dan Pembuatan Kutipan Akta Perceraian

Terlambat terdiri dari 2 (dua) lbr

Pembuatan Kutipan Kedua Akta Perceraian

Pencatatan dan Pembuatan Akta l(ematran

Pembuatan Kutipan Kedua Akta Kematian

Rp. 60.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 70 000,-

Rp 60 000,-

Rp. 80 000,-

Rp 30 000,-

Rp.  10.000,- .

Rp.  10.000,-

Pecatatan dan Pembuatan Kutipan Akta Pengakuan

Anak

Pencatatan Pengesahan Anak

Pembuatan Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak

Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi)

Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi) terlambat

Pembuatan Salinan Akte Kelahiran

Pembuatan Salinan Akta Perkawinan

Pambuatan Salinan Akta Perceraian

Pembuatan Salinan Akta Kematian

Pembuatan Salinan Akta Pengakuan Anak

Pembuatan Surat Keterangan

Pembuatan Tanda Bukti Pelaporan mengenai

kelahiran, perkawinan, perceraian dan'kematian yang

terjadi di luar negeri

Pembuatan ralat Akta/Catatan Pinggir karena
kesalahan penrohon

Pembuatan Akta Ganti Nama/Perubahan Nama

(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkain ke Kas
Daerah Kabupaten sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  75

Retribusi yang terhutang dipungut di vrilayah daerah tempat pelayanan pembuatan
KTP dan Akta Catatan Sioil.

27

Rp. 50.000,-

Rp.30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 50 000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 30.000,-

Rp.40.000,-

Rp. 55.000,-

Rp. 10 000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 10.000,-

Rp, 10.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 50.000,-



BAB XI I I.TATA 
CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN MRTU TANDA

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 76

Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catetan Sipil ditetapkan sebagai berikut:
a. Tempat permohonan l(artu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor

Kecanratan.
b. Penyelesaian pembuatan KK, KTP dilakukan antera 1 (satu) hari sampai

dengan 4 (empat) hari.
c. Persyaratan pembuatan KTP sebagai berikut :

1. Pemohon KTP perpanjangan :
mengisi formulir yang disediakan dari pemerintah desa/kelurahan dan
ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan atau pejabat lain ditingkat
desa/kelurahan;

- foto copy Kartu Keluarga (KK);
- membawa KTP yang habis masa berlaku/diganti;
- pemohon KTP datang sendiri di Kantor Kecamatan untuk difoto;
- apabila ingin nrencantumkan gelar kesarjanaan membawa fotocopy

ijazah yang dilegalisir.
2. Pemohon KTP baru (yang pertama) :

- bagi yang ingin mencantunrkan gelar kesarjanaan membawa fotocopy
ijazah yang dilegalisir;

- membawa surat keterangan dari ketua RT;
- mengisi formulir yang disediakan dari pemerintah desa/kelurahan dan

ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan atau pejabat lain ditingkat
desa/kelurahan.

- foto copy Kartu Keluarga (KK);
- foto copy akte kelahiran / Surat Kena! Lahir;
- pemohon KTP datang sendiridi Kantor Kecamatan untuk difoto.

3. Pemohon KTP baru (pinoah datang ) :
membawa surat keterangan dari ketua RT.

- membawa surat koterangan pindah datang dari daerah asal.
- mengisi formulir yang disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan

ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan atau pejabat lain ditingkat
desa/kelurahan.

- membawa KK asli dan foto copy ( daerah asal ).
- membawa KTP asli dan foto copy (daerah asal).
- pemohon KTP datang sendiri di Kantor Kecamatan untuk difoto.

d. Persyaratan Pembuatan Akta Catatan Sipil sebagai berikut :
1. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah Diketahui Camat;
2. surat kelahiran asli atau foto copy, apabila fetocopy maka dilegalisir terlebih

dahulu oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
3. foto copy Surat Nikah/Akta Pemikahan, asli ditunjukan;
4. fotc copy KTP yang masih berlaku dariorang tua;
5. foto copy KTP pelapor dan saksi-saksi;
6. fote copy SBKRI bagiWNl keturunan;
7. foto copy Pasport atau STMD dari Kepolisian bagi keturunan WNA.;
8. surat keterangan pendukung lainnya jika diperlukan.



(1 )

(2)

(3)

(4)

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  77

Pembayaran dilakukan kepada pelaksana pembuatan di tempat pelayanan

setelah berkas lengl<aP.
Tanda Bukti pembayaran Retribusi KTP sebagaimana tersebr,it pada Lampiran I

Peraturan ini.
Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pembuatan Akta/l(utipan dan Pencatatan

sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran ll Peraturan irti.
Oitam peirbayaran dilaXukan ditempat lain yang ditunjuk, mal<a hal penerimaan

retribusi harui disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24
(dua puluh empat) jam atau dalam waktu lain yang ditentukan oleh Btlpati.
ApaUiia pemObyarln retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
siUagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) Pasal ini nraka dikenakan sanksi

administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku'

(5)

BAB XV
TATA CARA PENGAJUAN KEBF-RATAN, KER]NGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRItsUSI

Pasal 78

(1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasai ini dilakukan karena adanya permohonan atau program insidentil
Pemerintah Daerah.

Pasal 79

(1) pengajuan keberatan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada
Bupati melalui Kepala Unit Kerja yang berwenang.

(2) Kepala Unit Kerja sebagainrana dimaksud pada ayat (2) Pa_sal ini menyusun
kajian kepada Bupati dan membuat konsep Keputusan Persetujuan atau
Perrolakan Pemberian Keringanan datt Penrbebasan Retribusi.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ilasal 80

Bupati melakukan penrbinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan
pembuatan KP'l- dan KK serta pelayanan catatan sipil.
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati yang sekurang-kurangnya
beranggotakan:
a. ,Asisten Administrasi sebagai Ketua;
b. Kepala SKPD pengelola pelayanan yang bersartgkutan sebagai Sekretaris ;
c. unsur SKPD pengelola pendapatan sebagai anggota,
d. unsur SKPD pengawas pelaksanaan peraturan sebagai anggota;
e. unsur SKPD bidang hukum sebagai anggota;
f. unsur SKPD pengelola pelayanan yang langsung terlibat sebagai anggota;
g. dan unsur lainnya yang berkaitan langsung secara insidentil/kewilayahan

sebagai anggota tidak tetap.

( 1 )

(2\



(3)  T im
a ,

b,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini beilugas :
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peieksanaan pelaS'anan dan
penarikan retribusi;
menerima laporan pelayanan dan retribusi dari Kepala SKPD untuk
disampaikan kepada Bupati setiap bulannya.
melaksanakan tugas lain yang diperintahkarr oleh Bupati dibidang
pembinaan darr pengawasan pelayanan KPT, KK dan Catatan Sipil beserta
retribusinya.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal  81

Pembiayaan yarrg t imbul  dor l r )a f  r  rJr te lapkan l lnrs lu l ;111 Br . rpat i  in i  d ib 'ebankan pacier
Anggaran Pendapatan clan Boli lr t l , i  f)aerah K.ltrrrpalen

BAB XVI I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirrya, memerintahkan pengundangan Peraturarrr
Bupati ini derrgan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyal '

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BLJPA

' , .  
, ;  . . ,

RINA IRIANI $-RI TrMarutrucsrH, s. Pd., M.Hum.

pada tanggdf,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2OO8NOMOR

Hj.

Diundangkan.di l(aranganyar



.',,
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I.AMPIRAN I
PEMTURAN B U PATI IGRANGANJAR
NOMOR 7 ru'hu/1 24oA
TANGGAL 

'

TANDA ]BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI I'EMBUATAN KTP

TANDA BUK.TI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMBUATAN KTF)
Nomor :.. . .".. . . . . . . .

Telah terirna uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ruJriah)

Sebagaipembayaran Retribusi Pembuatan KTP :

a. Baru

b. Perpairiangan

KTP dapat diterimakan paliug lambat 4 (empat) hari sejak melakukan
pelunasan pembayaran.

Bawalah Tarrda Bukti inl keUka mengambil KTP.

( Tempat pelaya nan), (tgl/bln/thn)
Petugas Penerinra

Tanda tangan dan stempeldinas

Nama Lengkap
Pangkat/golongan

NIP .

Catatan: : ,
Jenis layanan pembuatan KTP dil ingkari.  . .

TNANINGSIH, S.Pd., M.HUM,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD PENGEI-OLA

Alamat SKPD Pengelola



, d o '
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LAMPIRAN II
PEMTURAN BUPATI KAMNGANYAR
NOMOR
TANGGAL

TANDA BUKTI PEiIBAYARAN
RETRIBUSI PEMBUATAN AKTA CATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SKPD PENGELOLA

Alamat SKPD Pengelola

TANDA BUKTI PETIBAYARAN
RETRIBUS] PEMBUATAN AKTA CATATAN SIPIL

Nomor :....................

Telah terlma uang sabesar:
a. Rp.20,000,- (duapuluh ribu rupiah) untuk Pencatatan dan pembuatan kutipan Akta Kelahiran

terlambat Pencatstannya;
Rp.'15.000,- (llma belas ribu ruplah) urrtuk Pembuatan Kutipan Akta Kelalriran Dispensasi;
Rp.15,000,- (lima belaa rlbu ruplah) untuk Pambuatan Kutipan Kedua Akta Kelahiran;
Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiair) untuk Pencatatan dan Pembuatan Akta Perkawinan
terdui dari2 (dua) lembar;
Rp. 30.000,- (tiga puluh iibu rupiah) untuk Pembuatan Kutipan Kedua Akta Perkawinan;
Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pencatatarr Perkawinan yang Pencatatannya
Terlambat:

I

b.
c,
d .

g. Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk
Perceraian terdiri dari2 (dua) lembar;

h. Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk
Perceraian Terlambat terdlri dari2 (dua) lembar;

i. Rp.30.000,' (tiga pttluh ribu rupiah) untuk Pembuatan Kutipan Kedua Akta Perceraian,
j. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Pencatiatan dan Pembuatian Akta Kematian;
k. Rp.10.000,- (sepuluh dbu rupiah) untuk Pembuatan Kutipan kedua Akta Kematian;
l, Rp,60,000,- (llma puluh rlbu ruplph) untuk Pencatatan dan Pembuatan Kutipan Akta

Pengekuan anak;
m. Rp,30,000,- (tlga putuh rlbu rupiah) untuk Pencatatian Pengesahan Anak;
n. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pembuatan Kutipan kedua Akta Pengakuan Anak;
o. Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Pencatatan Pengangkatan Anak (adopsi);
p. Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pencatatan Pengangkatian Anak (adopsi)

Terlambat;
q. Rp.30.000,- (tiga putuh ribu rupiah) untuk Pembuatan Satinan,\kta Ketahiran;
r. Rp.40.000,- (empat puuh ribu rupiah) untuk Pembuatan Salinan Akta Perkawine n;
s. Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembuatan Salinan Akta Perceririan:
t. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Pembautan Salinan Akta Kematian;
u. Rp.30.000,- (tiga puluh rrbu rupiah) untuk Pembuatan Salinan Akta Pengakuan Anak,
v. Rp.10,000 - (speuluh ribu rupiah) untuk Pembuatan Surat Keterangan;
w. Rp.10.000,- (speuluh ribu ruplah) untuk Pembuatan Tanda Bukti Pelaporan mengenai

kelahiran, pnrkawinan, perceraian dan kematian yang teriadi di luar negeri;
x. Rp. 5.000,- (lima ribu ruplah) untuk Pembuatan ralat Akta/Catatan Pinggir karena kesalahan

pemohon;
y, Rp. 50.000,- (llma pultlh rrbu tugtah) unluk Pen'txrnton Akla Ganti Nama/Perubalran Nama
Schlnggr kcloluruhen borlumlrh Rp. . . . . . . . . . . .  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ")
Akta/Surat dapat diterinrakan paling tambat I (empat) hari sejak rJilakukan pelunasan
pambayaran. Bawalah Tanda Buktl hrl koUke mongrmbll Akta/Surai.

(Tempat pelayanan), (tgl/bln/thn)
Petugas l)enerima

Tanda tangan dan stempel dinas
.. q. .i:r .. Nama Lengkap

. ,. .1,1 ,;;(EngkaUgolongan

BUPATI

Hj. RINA tRtANt SRI

Pencatatan dan Pembuatan Kutipan akta

Per,catatan dan Pembuatian Kutipan akta

lNr.;slH, s.Pd., M.llum.


